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1. Apakah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Semarang dalam hal ini mengatur
mengenai perizinan berusaha mengalami perubahan seiring adanya perubahan
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021?
Jawaban:
Masih berlaku, jadi kami ada Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Semarang dan terdapat 1233 perizinan yang diatur didalamnya, dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang masih

membuat Peraturan Daerah Tentang Perizinan Berusaha yang ada di Kota Semarang
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